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Abstract 

This thesis aims to analyse why Indonesia Government Decision to Join  

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). The thesis found that the reasons of 

Indonesian Government to join AIIB caused by consideration of domestic 

political aspect, economic matters, and aspect of international context matters. 

The policy of the president Joko Widodo about the main priority of state 

development, economic capability problem that indicate unsufficient fund to 

develop infrastructure investment, also China’s policy of One Belt One Road. 

Those are the consideration of Indonesian government on deciding to join AIIB. 

The establishment of AIIB aims to increase connectivity in Asia through 

infrastructure development which caused Indonesian Government to consider 

becoming a member state of AIIB. 

Keyword: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Indonesian Government, 

Decision, Consideration 
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Intisari 

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa mengapa pemerintah Indonesia 

memutuskan bergabung dalam Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). 

Tulisan ini menemukan bahwa adanya beberapa pertimbangan yang 

mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam memutuskan bergabung dalam AIIB 

yakni politik dalam negeri, kondisi ekonomi, dan konteks internasional. Fokus 

pembangunan nasional Presiden Joko Widodo yang fokus terhadap pembangunan 

infrastruktur sejalan dengan tujuan AIIB untuk membantu negara-negara anggota 

meningkatkan pembangunan infrastruktur, kemampuan ekonomi Indonesia yang 

belum mampu mencukupi kebutuhan pembiayaan infrastruktur, dan kebijakan 

Tiongkok atas program One Belt One Road menjadi pertimbangan pemerintah 

Indonesia sehingga memutuskan bergabung dalam AIIB.  

Kata Kunci:  Pemerintah Indonesia, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 

keputusan, pertimbangan 

 

PENDAHULUAN 

Berbagai permasalahan terkait dengan pembangunan infrastruktur tidak hanya 

dirasakan oleh Indonesia. Beberapa negara lain juga mengalami beberapa 

permasalahan yang sama. Berdasarkan pengalaman ini, pemerintah Tiongkok 

menginisiasikan berdirinya suatu institusi keuangan internasional yang bernama 

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (Mun, 2015).  

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) merupakan sebuah bank 

pembangunan multilateral yang di bentuk dengan tujuan untuk meningkatkan 

pembangunan negara-negara kawasan Asia melalui peningkatan pembangunan 

infrastruktur dan sektor produktif lainnya. Seperti yang diketahui, bahwa dalam 

pendiriannya terdapat beberapa negara-negara yang berada di kawasan Asia dan 

non-regional Asia terlibat dalam proses pembentukannya. Indonesia sendiri juga 

terlibat dalam proses pembentukannya.  
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Setelah melalui proses pembentukan yang panjang, maka AIIB resmi 

berdiri dan memiliki 57 negara anggota. Seperti yang diketahui, bahwa Republik 

Indonesia merupakan salah satu negara anggota dari AIIB. Bergabungnya 

Indonesia dalam AIIB merupakan sebuah bentuk keputusan luar negeri yang di 

ambil oleh pemerintah Indonesia.  

Keputusan Indonesia bergabung dalam AIIB mendapatkan perhatian dari 

beberapa kalangan. Keputusan politik luar negeri  terkait bergabungnya Indonesia 

dalam AIIB harus mendatangkan manfaat yang optimal bagi pembangunan 

Indonesia (PKB, 2015). 

Pada akhirnya, pemerintah Indonesia memutuskan bergabung dalam AIIB 

melalui beberapa kesepakatan penandatanganan seperti: 

a. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada 

tanggal 25 November 2014. 

b. Penandatanganan Articles of Agreement (AoA) pada tanggal 25 

Juni 2015. 

c. Pengesahan Articles of Agreement melalui Peraturan Presiden No. 

171 Tahun 2015. 

PEMBAHASAN 

Keputusan pemerintah Indonesia bergabung dalam Asian Infrastructure 

Investment Bank (AIIB) merupakan hasil pertimbangan dari beberapa aspek 

berikut: 

Kebijakan Politik atas Agenda Prioritas Pembangunan Presiden Joko Widodo 

Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan AIIB di tandai dengan 

ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) dari pendirian AIIB 

dan penandatanganan Articles of Agreement (AoA) pendirian AIIB. 

Penandatanganan MoU pendirian AIIB oleh Indonesia, dilakukan pada tanggal 24 

November 2014 di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, 
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sedangkan penandatanganan Articles of Agreements (AoA) dilakukan di Beijing, 

Tiongkok pada tanggal 29 Juni 2015. 

Seharusnya penandatanganan MoU di lakukan bersama dengan negara 

anggota lain pada tanggal 22-23 Oktober 2014 di Beijing. Namun, Indonesia 

mengalami keterlambatan, sehingga Indonesia menandatangani MoU pada waktu 

yang berbeda. Indonesia mengalami keterlambatan penandatanganan MoU ini, 

disebabkan adanya pergantian atau transisi pemerintahan. Pada tanggal 9 Juli 

2014, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden yang akan 

memimpin pada periode 2014-2019. Dalam pemilihan umum Presiden tersebut, 

terdapat dua pasangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden (Wapres). Pasangan 

kandidat Presiden dan Wakil Presiden yang pertama yaitu Prabowo Subianto 

(kandidat Presiden) dan M. Hatta Radjasa (kandidat Wakil Presiden), sedangkan 

pasangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden yang kedua adalah Joko Widodo 

(kandidat Presiden) dan Jusuf Kalla (kandidat Wakil Presiden) (KPU, 2014). Pada 

masa pemilihan umum tersebut, kedua kandidat menyampaikan kerangka kerja 

pemerintahannya masing-masing. Salah satu dari kedua kandidat pasangan 

Presiden dan Wakil Presiden yakni Joko Widodo dan Jusuf Kalla menyampaikan 

kerangka kerja pemerintahan dalam bentuk sembilan agenda prioritas 

pembangunan Indonesia yang disebut dengan “Nawacita” (KPU, 2014). 

Di dalam kerangka Nawacita tersebut, terdapat agenda bahwa 

pemerintahan Joko Widodo & Jusuf Kalla akan meningkatkan pertumbuhan 

pembangunan infrastruktur. Dimana pada nantinya, apabila terpilih calon Presiden 

Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan membangun infrastruktur jalan 

baru sepanjang 2000 kilometer, dan memperbaiki infrastruktur jalan yang sudah 

ada di kawasan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Kemudian 

akan membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama, membangun 10 

bandara baru dan merenovasi yang lama, membangun 10 kawasan industri baru, 

dan berbagai infrastruktur lainnya. Untuk melihat lebih lanjut terkait dengan 

sembilan agenda prioritas pembangunan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla 

dapat dilihat pada lampiran tugas akhir ini. 
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Pada akhirnya, hasil pemilu menunjukkan bahwa Joko Widodo dan Jusuf 

Kalla terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia (KPU, 2014). Sehingga, 

kerangka kerja pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla melalui 9 agenda 

prioritas pembangunan (Nawacita) menjadi acuan pembangunan Indonesia 

periode 2015-2019. Hal ini dibuktikan dengan tercantum-nya sembilan agenda 

prioritas (Nawacita) di dalam Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2015-2019 (BAPPENAS, 2014). Sehingga, sembilan agenda 

prioritas pembangunan ini menjadi kebijakan yang di sahkan pemerintah 

Indonesia untuk melakukan pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden 

Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015. Pengesahan terkait dengan visi misi dan 

program pembangunan presiden terpilih pada masa pemilihan presiden 2014 

menjadi Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 termaktub 

dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015. 

Untuk melihat lebih lengkap terkait dengan kandungan pasal 2 ayat 1 tersebut, 

dapat dilihat pada bagian lampiran tugas akhir ini. 

Dalam Nawacita yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 tersebut terdapat 

salah satu agenda bahwa  pemerintah Indonesia berencana untuk melakukan 

pembangunan nasional dengan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing 

Indonesia terhadap pasar internasional sehingga bangsa Indonesia  bisa maju dan 

bangkit bersama  bangsa-bangsa Asia lainnya. Untuk menjalankan agenda ini, 

pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan 

membangun konektivitas nasional yang salah satunya dengan meningkatkan 

pembangunan infrastruktur (BAPPENAS, 2014). 

Membangun konektivitas nasional ini dilakukan dengan meningkatkan 

pembangunan infrastruktur di beberapa sektor. Infrastruktur, seperti sektor 

infrastruktur jalan, pelabuhan, atau bandara. Usaha untuk meningkatkan 

pembangunan pada sektor ini tidak terlepas dari kondisi pembangunan 

infrastruktur sebelumnya yang masih belum memadai. Berdasarkan beberapa data 

terkait pembangunan infrastruktur dalam (Saleh, 2014) didapati bahwa beberapa 

sektor infrastruktur Indonesia  masih tertinggal dengan beberapa  negara-negara 
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lain seperti Singapura, Malaysia atau Thailand. Oleh karenanya, dalam 

pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 pemerintah Indonesia  

berencana untuk membangun infrastruktur di berbagai sektor. Dibawah 

kepemimpinan presiden Joko Widodo periode 2014-2015 kebijakan pembangunan 

infrastruktur dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Rencana Pembangunan Sektor Infrastruktur Indonesia 

2015-2019 

 

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam 

(Daniel, 2014). 

Dari gambar tersebut, diketahui bahwa pemerintah Indonesia di bawah 

kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan meningkatkan pembangunan melalui 

pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 km, membangun jalan tol sepanjang 

1.000 km, serta akan melakukan pemeliharaan infrastruktur jalan  sepanjang 

46.770 km yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-

Nusa Tenggara, Maluku  dan Papua (BAPPENAS, 2014). Pada infrastruktur 

pelabuhan, pemerintah Indonesia dalam periode 2015-2019 akan meningkatkan 

pembangunan dengan meningkatkan kapasitas pelabuhan yang berjumlah 24 unit 

pelabuhan yang tersebar di berbagai kawasan Indonesia. Melakukan pengadaan 

sejumlah 50 unit kapal penyeberangan. Pada infrastruktur bandara, pemerintah 

Indonesia akan meningkatkan pembangunan degan membangun 15 bandara baru  
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serta melakukan pengembangan dan rehabilitasi terhadap infrastruktur  bandara 

yang sudah ada yang mana tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, 

Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Mengembangkan 9 bandara kargo 

untuk pelayanan pengiriman barang serta melakukan pemutakhiran terhadap 

sistem pelayanan  navigasi penerbangan. Peningkatan pembangunan pada 

beberapa infrastruktur bandara ini  nantinya akan meningkatkan jumlah 

penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional yang akan mencapai 

angka 162 juta  penumpang/tahun (BAPPENAS, 2014) 

Adanya agenda-agenda pembangunan melalui pembangunan infrastruktur 

pada pemerintahan Joko Widodo merupakan sebuah bentuk gambaran kebijakan 

politik dalam negeri yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan nasional 

pada periode 2015-2019. Sehingga, sembilan agenda prioritas pembangunan 

Indonesia (Nawacita) tersebut menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam 

memutuskan bergabungnya Indonesia dalam AIIB. Tujuan pembangunan 

Indonesia pada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan lebih fokus 

terhadap pembangunan infrastruktur berbanding lurus dengan tujuan AIIB untuk 

membantu negara-negara dalam melakukan percepatan pembangunan 

infrastruktur. Sehingga, pada akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan 

bergabung dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). 

AIIB Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan untuk Percepatan 

Pembangunan Infrastruktur 

Interaksi yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan Asian 

Infrastructure Investment Bank merupakan bentuk usaha pemerintah Indonesia 

untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam melakukan 

percepatan pembangunan infrastruktur.  Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

bahwa Indonesia tengah mengalami berbagai permasalahan terkait dengan 

permasalahan infrastruktur. Salah satu permasalahan dalam pembangunan 

infrastruktur adalah masih terbatasnya alokasi dana untuk melakukan percepatan 

pembangunan infrastruktur.  
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Beberapa data menunjukkan bahwa untuk melakukan percepatan 

pembangunan infrastruktur, Indonesia memerlukan alokasi dana yang besar. Dari 

sudut pandang internasional, Asian Development Bank melakukan sebuah studi 

yang mengukur kebutuhan  atas pembiayaan pembangunan infrastruktur di 

Indonesia dalam periode 2010 sampai dengan 2020. Hasil studi menunjukkan 

bahwa Indonesia memerlukan pembiayaan sekitar US$ 450 miliar untuk 

pembangunan infrastruktur untuk jangka waktu 2010 sampai dengan 2020. 

Dimana dalam satu tahun, Indonesia memerlukan dana sekitar US$ 41 miliar 

(Saleh, 2014). 

Data terkait dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur juga dapat 

dilihat melalui proyeksi perhitungan dari sudut pandang dalam negeri. Pemerintah 

Indonesia melalui lembaga terkait pembangunan infrastruktur seperti Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Keuangan, 

Kementerian Pekerjaan Umum, dan berbagai instansi lembaga terkait lainnya 

melakukan koordinasi untuk merumuskan dokumen kebutuhan atas pembiayaan 

pembangunan infrastruktur. Perumusan kebutuhan atas percepatan pembangunan 

infrastruktur ini di tunjukkan dengan dirumuskannya dokumen tentang Rancangan 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Indonesia periode 2015-2019. 

Gambar 4.2 Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur Indonesia 2015-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:     Satuan dalam triliun Rupiah (Rp) 

Sumber: RPJMN 2015-2019 dalam (Finance, 2014) 
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Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia membutuhkan 

alokasi anggaran sekitar Rp. 6.780 triliun untuk pembiayaan infrastruktur pada 

periode 2015-2019. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

Nasional merupakan rancangan pembangunan yang dirumuskan untuk 

menggambarkan pembangunan dalam jangka 5 tahun kedepan. Dari tabel tersebut 

diketahui per-tahunnya, pemerintah Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp. 

1.356 triliun untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor infrastruktur. 

Besarnya kebutuhan untuk percepatan pembangunan tidak berbanding 

lurus dengan anggaran yang di alokasikan oleh pemerintah Indonesia untuk 

pembangunan infrastruktur. Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan 

infrastruktur belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan 

infrastruktur di Indonesia. Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk 

pembangunan infrastruktur dapat dilihat pada gambar 4.3. 

Dari grafik pada gambar 4.3  dapat dilihat perkembangan anggaran yang 

dialokasikan pemerintah pada sektor infrastruktur. Anggaran infrastruktur pada 

tahun 2010 hingga tahun 2013 mengalami kenaikan yang signifikan. Kemudian di 

tahun 2014, terjadi penurunan anggaran untuk sektor infrastruktur. Pada tahun 

2015, anggaran untuk pembangunan infrastruktur mencapai angka Rp. 290,3 

triliun. Hingga pada tahun 2016, anggaran infrastruktur Indonesia mencapai angka 

diatas Rp. 313,5 triliun (Kemenkeu, 2016). 

Kemampuan ekonomi Indonesia hanya mampu mengalokasikan dananya 

sekitar Rp. 300 triliun per-tahunnya untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan, 

di sisi lain kebutuhan alokasi dana pembangunan infrastruktur per-tahunnya 

sebesar Rp. 1.356 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat financing gap 

sekitar Rp. 1.056 triliun untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.  
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Sumber: Booklet Informasi APBN 2016 dalam (APBN & Anggaran, 2016) 

 

Seperti yang diketahui bahwa, Asian Infrastructure Investment Bank 

merupakan sebuah bank pembangunan multilateral yang fokus terhadap 

pembangunan sektor infrastruktur. AIIB memiliki tujuan untuk membantu negara-

negara mencari solusi atas permasalahan pembangunan infrastruktur di negaranya. 

Kebutuhan atas alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur juga salah satu 

permasalahan yang dihadapi oleh beberapa negara yang berusaha untuk 

meningkatkan produktivitas negaranya yang salah satunya melalui pembangunan 

infrastruktur. Sesuai dengan tujuannya, AIIB akan membantu negara-negara untuk 

mendorong dan menciptakan investasi antar negara yang pada nantinya akan 

berkontribusi untuk mengatasi permasalahan kurangnya alokasi dana untuk 

kebutuhan infrastruktur.  

Untuk mengatasi permasalahan atas minimnya pembiayaan terhadap 

infrastruktur, AIIB akan membantu negara-negara anggota untuk menyediakan 

pembiayaan infrastruktur. AIIB memiliki sumber pendanaan dati modal awal 

pendirian sebesar US$ 50 miliar, dimana pada nantinya modal kesuluruhan 

beroperasinya AIIB sebesar US$ 100 miliar. Jumlah ini merupakan angka yang 
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besar, dimana diperkirakan dengan adanya modal ini, maka jarak (financing gap) 

yang ada terkait dengan pembiayaan infrastruktur akan teratasi (Mun, 2015). 

Dalam beberapa Siaran Pers oleh Kementerian Keuangan didapati kondisi 

tentang adanya keterlibatan pemerintah Indonesia dalam pembentukan Asian 

Infrastructure Investment Bank. Terlibatnya Indonesia dalam pembentukan AIIB 

merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah untuk mendapatkan sumber 

alternatif terhadap pembiayaan percepatan pembangunan infrastruktur di 

Indonesia. Berdasarkan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara tahun 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia dalam (Kemenkeu, 2016) menyatakan bahwa AIIB menjadi sumber 

alternatif bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dimana keanggotaan 

Indonesia dalam AIIB akan mendatangkan manfaat yakni meningkatkan kualitas 

dan kuantitas pembiayaan pembangunan infrastruktur, meningkatkan peran 

Indonesia dalam lembaga keuangan internasional, serta meningkatkan eksposur 

Indonesia dalam forum-forum kerjasama Internasional. 

Pemerintah Indonesia pada akhirnya memutuskan bergabung dalam AIIB 

dimana ditandai oleh ikut sertanya pemerintah Indonesia dalam menandatangani 

Articles of Agreement (AoA) di Tiongkok pada  tanggal 29 Juni 2015 (lihat 

kembali tabel 3.2). Terlebih pada tanggal 24 desember 2015, pemerintah 

Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Articles of 

Agreement (AoA) untuk di ratifikasi sebagai hukum internasional yang harus di 

taati Indonesia Pengesahan dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden 

Nomor 171 tahun 2015 tentang pengesahan Asian Infrastructure Investment Bank 

Articles of Agreement (Pasal Persetujuan Bank Investasi Infrastruktur Asia). 

Peraturan Presiden Nomor 171 tahun 2015 tentang pengesahan Asian 

Infrastructure Investment Bank Articles of Agreement (Pasal Persetujuan Bank 

Investasi Infrastruktur Asia) dapat dilihat lebih lanjut pada bagian lampiran tugas 

akhir ini. 
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Pemerintah Indonesia  sendiri telah membuat rancangan untuk pembiayaan 

pembangunan infrastruktur yang rencananya akan dibantu pendanaannya oleh 

AIIB. Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(BAPENAS) telah merumuskan Blue book 2015-2019. Bluebook merupakan 

dokumen resmi yang berisi daftar rencana proyek-proyek pembangunan yang 

memerlukan pembiayaan dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (BAPPENAS, 2015). 

Blue book 2015-2019 telah diajukan ke AIIB untuk dipertimbangkan agar 

mendapat bantuan pinjaman dalam bentuk pembiayaan atas proyek pembangunan 

infrastruktur (BAPPENAS, 2015). 

Setelah Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) berdiri dan Indonesia 

merupakan salah satu negara anggota, pemerintah Indonesia mengusulkan 6 

proyek pembangunan infrastruktur kepada pihak AIIB untuk mendapatkan 

pendanaan. Enam proyek ini merupakan usaha pembangunan infrastruktur yang 

masuk dalam rancangan pembangunan infrastruktur periode 2016-2017. Proyek 

ini memerlukan alokasi dana sebesar US$ 2 juta (Kemenkeu, 2016). Beberapa 

proyek yang ditawarkan  

Dengan begitu, pertimbangan pemerintah Indonesia bergabung dalam 

AIIB didasarkan pada pertimbangan aspek kemampuan ekonomi Indonesia yang 

belum mampu untuk memenuhi alokasi dana yang dibutuhkan untuk melakukan 

percepatan pembangunan infrastruktur dan menganggap AIIB sebagai sumber 

alternatif untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. 

Pertimbangan atas Program One Belt One Road Tiongkok 

Pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan aspek konteks 

internasional dalam memutuskan untuk bergabung dalam Asian Infrastructure 

Investment Bank (AIIB). Konteks internasional ini ditunjukkan dengan 

pertimbangan atas kebijakan luar negeri yang di keluarkan oleh negara lain. Salah 

satu bentuknya yakni kebijakan luar negeri Tiongkok terkait dengan program One 

Belt One Road. 
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Tiongkok mengeluarkan suatu kebijakan yang bernama One Belt One 

Road (OBOR) atau umum juga  diketahui dengan New Silk Road. Kebijakan One 

Belt One Road atau New Silk Road adalah suatu kebijakan Tiongkok yang 

merupakan perkembangan dari kebijakan Silk Road (Jalur Sutera) yang dahulu 

merupakan proyek utama Tiongkok untuk menghubungkan kawasan Asia Tengah 

dengan Tiongkok.  Program One Belt One Road terdiri dari 2 elemen utama ; 

Pertama, One Belt yang merupakan jalur sutera darat; Kedua, One Road yang 

merupakan jalur sutera maritim  (Bloomberg, 2015). 

a) Silk Road Economic Belt 

Silk Road Economic Belt atau disebut juga dengan One Belt 

merupakan program perkembangan jalur sutera yang dahulu telah 

menjadi program utama Tiongkok untuk meningkatkan 

konektivitas antara Tiongkok dengan negara Asia Tengah. Program 

ini kemudian dikembangkan untuk melanjutkan program dahulu 

dengan konsep yang baru, yang mana tujuan konektivitas jalur 

sutera ini diperluas hingga mencapai kawasan Eropa dan Rusia. 

Tujuan utama dari jalur sutera darat ini adalah untuk membentuk 

“Jembatan Eurasia” yang merupakan rantai distribusi logistik 

antara Tiongkok dan Eropa, selain itu Jalur darat ini akan 

menghubungkan Mongolia, Rusia, Asia Tengah, dan kawasan Asia 

Tenggara (Council & Office, 2015). 

b) 21
st
 Century Maritime Silk Road 

21
st
 Century Maritime Silk Road atau disebut juga dengan 

One Road merupakan sebuah kebijakan Tiongkok untuk 

menciptakan konektivitas antara negara-negara yang ada di 

kawasan Eropa, Afrika dan Asia melalui jalur maritim. Tujuan 

utama dari Jalur sutera maritim adalah untuk membangun rute 

transportasi yang efisien antar pelabuhan di berbagai negara di 

kawasan Samudera Hindia, Timur Tengah, Afrika dan laut 

Mediterania (Council & Office, 2015).  
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One Belt One Road, melibatkan berbagai negara yang ada di kawasan 

benua Eropa, Asia, dan Afrika. Beberapa negara di benua tersebut merupakan 

negara yang masuk dalam rute pembangunan One Belt One Road. Adapun negara-

negara yang di lalui jalur One Belt One Road dapat dilihat pada gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesia merupakan negara yang masuk kedalam kerangka One Belt One 

Road (lihat gambar 4.4). Sehingga, sebagian kawasan Indonesia  akan di lalui  

jalur tersebut. Hal inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia untuk 

bergabung dalam Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Adanya program 

One Belt One Road Tiongkok mendatangkan tantangan tersendiri bagi Indonesia. 

Secara tidak langsung, dengan adanya kebijakan One Belt One Road 

menyebabkan Indonesia harus memiliki infrastruktur pelabuhan yang memadai 

(Hong, 2015). Hal ini disebabkan, salah satu elemen utama program One Belt One 

Road  yakni 21
st
 Century Maritime Silk Road membutuhkan infrastruktur 

pelabuhan di negara-negara yang di lalui jalur tersebut sehingga konektivitas akan 

Gambar 4.4 Peta Jalur One Belt One Road 

Sumber: Theresa Fallon (2015) The New Silk Road: Xi Jinping's Grand Strategy for 

Eurasia, American Foreign Policy Interests, 37:3, 140-147, DOI: 

10.1080/10803920.2015.1056682 
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terjalin dan dapat mengoptimalkan tujuan dari 21
st
 Century Maritime Silk Road 

(Council & Office, 2015).  

Berdasarkan data dalam yang di jelaskan dalam (Saleh, 2014) infrastruktur 

pelabuhan Indonesia masih belum memadai. Dengan adanya kebijakan One Belt 

One Road, Indonesia harus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur 

agar infrastruktur pelabuhan Indonesia memadai. Untuk melakukan hal ini, 

Indonesia harus mengalokasikan dana khusus untuk pembangunan infrastruktur 

pelabuhan sebesar US$ 6 juta. Dana ini dialokasikan untuk mengoptimalkan 

kualitas 5 pelabuhan besar Indonesia yang berada di kawasan Sumatera, Jakarta, 

Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua. Nantinya, pelabuhan besar ini akan siap 

untuk melayani muatan-barang yang besar dan dapat membantu pelabuhan kecil 

lainnya untuk saling ter-koneksi (Hong, 2015). 

Kebijakan One Belt One Road merupakan sebuah program yang 

melibatkan beberapa negara yang ada di kawasan Asia, Eropa, dan Afrika. 

Dimana pada nantinya negara-negara yang di lalui oleh jalur ini akan ter-koneksi 

satu sama lain. Sehingga konektivitas di negara-negara ini akan terhubung (Hong, 

2015).  Apabila konektivitas ini terhubung maka intensitas perdagangan 

internasional di antara negara-negara tersebut cenderung akan semakin meningkat. 

Peningkatan perdagangan internasional yang akan terjadi akan menimbulkan 

kompetisi dalam persaingan perdagangan internasional di antara negara-negara 

yang dilalui jalur tersebut. Selain itu, peningkatan intensitas perdagangan 

internasional ini menuntut setiap negara untuk memiliki infrastruktur yang 

memadai. Dengan adanya program One Belt One Road, maka negara-negara yang 

dilalui oleh jalur ini dituntut untuk memiliki infrastruktur seperti pelabuhan 

ataupun infrastruktur jalan (Hong, 2015).  

Selain itu, kebijakan One Belt One Road merupakan strategi pemerintah 

Tiongkok untuk memberikan kemudahan bagi para investor Tiongkok yang ingin 

meningkatkan investasi-nya di negara-negara yang dilalui jalur tersebut (Hong, 

2015). Para investor Tiongkok melihat Indonesia yang merupakan salah satu 
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negara yang di lalui jalur One Belt One Road sebagai pasar yang besar. Dengan 

adanya kebijakan One Belt One Road ini, perusahaan-perusahaan Tiongkok akan 

lebih mudah untuk mendistribusikan barang produksi melalui pelabuhan yang ada 

di Indonesia. Namun, untuk melakukan hal ini di butuhkan infrastruktur 

pelabuhan yang baik (Hong, 2015). 

Program One Belt One Road akan memperlancar konektivitas antar 

negara-negara yang dilaluinya (Hong, 2015). Hal ini menjadi tantangan bagi 

Indonesia, dimana Indonesia harus siap dengan persaingan yang akan terjadi. 

Indonesia harus memiliki tingkat daya saing global (Global Competitiveness 

Index) yang tinggi. Seperti yang telah dijelaskan dalam (Saleh, 2014), bahwa daya 

saing Indonesia dalam penyediaan infrastruktur masih rendah. Padahal persaingan 

perdagangan internasional antar negara yang terjadi akan semakin kuat dengan 

adanya program One Belt One Road (Hong, 2015).  

Oleh karena itu, Indonesia memerlukan pembangunan infrastruktur yang 

memadai untuk meningkatkan daya saing global-nya, khususnya pada sektor 

infrastruktur. Namun, hal ini membutuhkan alokasi dana yang besar. Sedangkan, 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa alokasi anggaran infrastruktur di 

Indonesia masih belum mencukupi untuk melakukan percepatan pembangunan 

infrastruktur. Masih terdapat financing gap dalam alokasi anggaran infrastruktur 

(Kemenkeu, 2016)  Oleh karenanya, Indonesia memutuskan bergabung dalam 

AIIB untuk mendapatkan sumber alternatif pembiayaan pembangunan 

infrastruktur (Kemenkeu, 2016). 

Berdasarkan penjelasan di atas terkait dengan pertimbangan pemerintah 

Indonesia atas agenda prioritas pembangunan nasional di bawah presiden Joko 

Widodo yang fokus terhadap pembangunan infrastruktur, kemampuan ekonomi 

Indonesia yang belum mampu mengalokasikan dana untuk melakukan percepatan 

pembangunan infrastruktur, serta adanya kebijakan One Belt One Road yang 

dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok membuat pemerintah Indonesia 

memutuskan bergabung dalam Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). 
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Apabila pertimbangan-pertimbangan ini diilustrasikan ke dalam skema 

pengambilan keputusan politik luar negeri yang di kemukakan oleh William D. 

Coplin, maka skema pertimbangan pemerintah Indonesia dalam memutuskan 

bergabung dalam Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dapat dilihat 

dalam bagan berikut: 

Gambar 4.5 Pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam Memutuskan 

Bergabung dalam AIIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Indonesia merupakan salah satu negara anggota pendiri AIIB, dimana dalam 

proses pembentukannya, pemerintah Indonesia terlibat di dalamnya. Keputusan 

politik luar negeri pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam AIIB merupakan 

hasil pertimbangan yang matang. Berbagai aspek yang  menjadi pertimbangan 

pemerintah Indonesia dalam memutuskan bergabung dalam AIIB yakni: 
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 Pertama, aspek kondisi politik dalam negeri, dimana pada masa 

pemerintah Indonesia memutuskan bergabung dalam AIIB, situasi politik 

Indonesia tengah mengalami transisi pemerintahan. Proses pemilihan Presiden 

yang berlangsung menunjukkan bahwa pasangan Presiden Joko Widodo dan 

Wakil Presiden Jusuf Kalla terpilih untuk memimpin pada periode 2014-2019. 

Agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan meningkatkan 

pembangunan infrastruktur sejalan dengan prinsip dan tujuan Asian Infrastructure 

Investment Bank (AIIB). Kedua, aspek kemampuan ekonomi, kondisi 

ekonomi Indonesia yang membutuhkan infrastruktur untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi nasional tidak berbanding lurus dengan alokasi dana yang 

ada untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Sehingga, 

pemerintah Indonesia memerlukan sumber alternatif pembiayaan infrastruktur 

yang lain untuk menutupi kekurangan alokasi dana pembangunan infrastruktur. 

AIIB memiliki dana operasional yang besar dan memiliki tujuan untuk membantu 

negara anggota mengatasi permasalahan pembiayaan infrastruktur.  Ketiga, aspek 

konteks internasional, dimana Tiongkok mengeluarkan kebijakan One Belt One 

Road yang melibatkan Indonesia. Dimana kawasan Indonesia merupakan salah 

satu rute yang dilalui. Hal ini menuntut Indonesia memiliki infrastruktur yang 

memadai agar dapat menjawab tantangan persaingan perdagangan internasional 

diantara negara-negara yang dilalui rute One Belt One Road. 
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